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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan yang telah dikemukakan 

pada bab sebelumnya dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut : 

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap perilaku 

Oportunistik Anggota Legislatif. Hasilnya menunjukan bahwa uji t berada 

pada angka : 2,535 yang signifikan pada derajat kepercayaan 95 %, 

sehingga H0 = tidak berpengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap 

Oportunistik Legislatif ditolak dan Ha diterima yang berarti Pendapatan 

Asli Daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap perilaku Oportunistik 

Anggota Legislatif. 

2. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran ( SiLPA) tidak berpengaruh signifikan 

terhadap perilaku Oportunistik Legislatif. Hasilnya menunjukan bahwa uji 

t berada pada angka 1,061 yang tidak berpengaruh signifikan pada derajat 

kepercayaan 95 %, sehingga H0 = tidak berpengaruh Sisa Lebih 

Perhitungan Anggaran (SiLPA) terhadap perilaku Oportunistik Anggota 

Legislatif. 

3. Dana Alokasi Umum (DAU) tidak berpengaruh signifikan terhadap 

perilaku Oportunistik Anggota Legislatif. Hasilnya menunjukan bahwa uji 

t berada pada angka 0,668 yang tidak berpengaruh signifikan pada derajat 

kepercayaan 95 %, sehingga H0 = tidak berpengaruh Dana Alokasi Umum 

(DAU) terhadap perilaku Oportunistik Anggota Legislatif. 
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4. Pendapatan Asli Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 

(SiLPA) dan Dana Alokasi Umum (DAU)  secara simultan berpengaruh 

signifikan terhadap perilaku Oportunistik Anggota Legislatif  menunjukan 

nilai F hitung sebesar : 46,250 yang jika dibandingkan dengan F tabel 

maka nilai tersebut cukup signifikan untuk mengatakan bahwa variabel 

bebas secara simultan berpengaruh terhadap variabel terikat dan dengan 

derajat R2 sebesar : 93,9 % yang dinyatakan signifikan juga. 

6.2 Saran  

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan 

sebelumnya, maka beberapa hal yang dapat disampaikan oleh peneliti antara lain 

sebagai berikut : 

1. Masukan bagi Legislatif Kota Kupang untuk memahami Pendapatan Asli 

Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dan Dana 

Alokasi Umum (DAU)yang berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik 

Anggota Legislatif. 

2. Masukan bagi Legislatif Kota Kupang Untuk lebih memahami perilaku 

Oportunistik Anggota Legislatif. 

3. Masukan bagi Peneliti selanjutnya yang ingin mengadakan penelitian lebih 

lanjut menegenai permasalahan yang berkaitan dengan topik ini bersikap 

aktif dalam pengambilan dan pengelolaan data. 
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